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1.1. Latar Belakang 
Globalisasi telah menjadi kenyataan dan tantangan Pasar Bebas Masyarakat Ekonomi 
ASEAN (Asean Free Trade) segera dihadapi. Untuk menghadapi ini, upaya meningkatkan 
daya saing perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) di tingkat nasional, regional dan 
internasional merupakan hal yang harus menjadi perhatian. Sebagai wujud adaptasi dinamis 
terhadap perubahan lingkungan bisnis nasional dan global, maka diperlukan sistem 
manajemen yang menjaga perusahaan BUMN untuk tetap survive, sustainable dan kompetitif 
(KPKU BUMN 2014). 
Pengukuran kinerja perusahaan di BUMN selama ini masih menekankan faktor hasil 
finansial, sedangkan persaingan pada era globalisasi saat ini menggunakan alat ukur/metode 
pengukuran kinerja yang tidak hanya berdasarkan hasil finansial tetapi juga proses dan hasil 
kinerja yang menyeluruh, sehingga menjadikan pengukuran kinerja perusahaan lebih 
komprehensif. Jika dikaitkan dengan rencana strategis perusahaan, pengukuran kinerja di 
Kementerian BUMN dinilai masih belum menunjukkan posisi strategis perusahaan. Maka 
Kementerian BUMN melakukan beberapa perubahan terkait sistem pengukuran kinerja. 
Sistem pengukuran yang awalnya dilakukan dengan berdasarkan analisis laporan keuangan 
berubah menjadi sistem pengukuran berbasis KPKU. Keputusan perubahan ini berdasarkan 
Surat Kementerian BUMN NO. S-153/S.MBU/2012 tanggal 19 Juli 2012 perihal Pelaporan 
Kinerja mengenai Kriteria Penilaian Kinerja Unggulan, selanjutnya disingkat KPKU BUMN 
yang bertujuan meningkatkan persaingan global. Kementerian BUMN memutuskan untuk 
membangun dan mengimplementasikan suatu sistem pengelolaan dan pengendalian kinerja 
BUMN berbasis Kriteria Kinerja Unggul yang diadopsi dari Malcolm Baldrige Criteria for 
Performance Excellence, selanjutnya disingkat MBCfPE, yang kemudian dinamakan dengan 
istilah KPKU. 
KPKU bertujuan menjadi metode terpadu dalam pengelolaan kinerja BUMN yang 
diperuntukkan menghasilkan nilai yang meningkat kepada pelanggan dan kepada pemangku 
kepentingan lainnya sehingga berdampak pada keberlangsungan perusahaan dan 
meningkatkan efektifitas dan kapabilitas. Menurut Hertz (2012), Kriteria Baldrige (KPKU-
BUMN) berbicara mengenai kesuksesan perusahaan dari hari ke hari di tengah pasar melalui 
terbangunnya organisasi yang berkinerja tinggi sesuai dengan intregritas yang tinggi. Selain 
itu, KPKU memiliki tiga peran penting dalam memperkuat daya saing BUMN, pertama, 
membantu memperbaiki kapabilitas dan kinerja BUMN, baik finansial maupun non finansial; 
kedua, memfasilitasi komunikasi dan berbagi informasi mengenai praktik-praktik terbaik; dan 
ketiga, berfungsi sebagai alat kerja untuk memahami, mengelola kinerja dan untuk memandu 
perencanaan serta pembelajaran organisasi. 
Secara lengkap, menurut dokumen KPKU BUMN 2014, Kriteria KPKU BUMN adalah 
sebagai berikut ini. 
1. Sistem manajemen yang dapat mendorong dan membantu perusahaan mencapai visi, 
misi dan tujuan perusahaan, meningkatkan kinerja secara berkelanjutan dan memiliki 
keunggulan daya saing melalui keselarasan atas rencana perusahaan, proses yang 
dijalankan, pengambilan keputusan, fokus karyawan/ tenaga kerja dan seluruh tindakan 
yang pada akhirnya dapat ditunjukkan dengan pencapaian hasil yang unggul. 
2. Sistem manajemen yang dapat membantu perusahaan menilai dan mengukur posisi 
perusahaan serta mengevaluasi apa yang diperlukan oleh perusahaan pada masa yang 
akan datang untuk perbaikan dan peningkatan kinerja. 
 Sistem KPKU dirancang agar perusahaan fokus pada hasil yang dimaksudkan bahwa 
kinerja yang dicapai telah memperhatikan keseimbangan dari seluruh pemangku kepentingan 
(stakeholders) dan seimbang antara kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang. Penerapan 
aspek-aspek dalam sistem manajemen tersebut akan membuat perusahaan terbantu untuk hal 
berikut ini. 
1. Menyelaraskan sumber dayanya. 
2. Mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan atau sisi perusahaan yang perlu 
perbaikan atau peningkatan. 
3. Mengelola komunikasi, produktivitas dan efektivitas organisasi. 
4. Mencapai tujuan dan strategi yang telah ditetapkan. 
Dengan mengelola seluruh sumber daya dan elemen organisasi yang selaras dan 
terintegrasi, maka perusahaan akan mencapai hasil yang diharapkan berikut ini. 
1. Secara berkelanjutan, perusahaan mampu memberikan dan meningkatkan nilai kepada 
pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya yang berkontribusi untuk menjamin 
kelangsungan hidup perusahaan. 
2. Perusahaan akan lebih efektif dan lebih berkemampuan di seluruh area organisasi. 
3. Dari waktu ke waktu, perusahaan terus belajar dari keberhasilan dan kegagalan yang 
dialami. 
4. Prestasi karyawan/ tenaga kerja akan tumbuh dan meningkat. 
Metode pengukuran MBCfPE yang diberlakukan pertama kali di Amerika Serikat 
tahun 1980an adalah merupakan salah satu metode pengukuran kinerja perusahaan yang 
komprehensif yang bertujuan agar perusahaan memiliki kinerja yang unggul. Metode MBCfPE 
dibangun berdasarkan 11 tata nilai dan konsep inti yang merupakan rangkuman atas tata nilai 
yang umumnya berlaku pada perusahaan-perusahaan di AS. Dalam pedoman ini, pengukuran 
kinerja perusahaan atau organisasi dilakukan terhadap tujuh kategori kriteria (Gasperz 2007; 
Haris 2005).  
1. Fokus Kepemimpinan 
2. Fokus Perencanaan Strategis 
3. Fokus Pelanggan 
4. Fokus Pengukuran, Analisis dan Manajemen Pengetahuan 
5. Fokus Tenaga Kerja 
6. Fokus Operasi 
7. Hasil 
a. Hasil Kinerja Produk/ Proses 
b. Hasil Kinerja Fokus Pelanggan 
c. Hasil Kinerja Fokus Tenaga Kerja 
d. Hasil Kinerja Kepemimpinan dan Tata Kelola 
e. Hasil Kinerja Finansial dan Pasar 
Secara umum, capaian BUMN masih mengindikasikan perlunya pembenahan-
pembenahan agar memiliki kemampuan yang lebih tinggi lagi untuk meningkatkan kinerjanya 
sehingga dapat dikategorikan perusahaan berkinerja kelas dunia (KPKU BUMN 2014). Maka 
dari itu, perusahaan membutuhkan tolok ukur yang baru dan lebih baik dalam penilaian kinerja 
yang dapat menunjukkan kemana perusahaan akan diarahkan dan seberapa baik perusahaan 
mampu menciptakan nilai keuangan jangka panjang sebagai tujuan perusahaan. Untuk 
mengatasi masalah tentang kelemahan sistem pengukuran kinerja sebelumnya, maka 
diperlukan model pengukuran kinerja yang sudah disempurnakan untuk mengukur kinerja dari 
berbagai macam aspek. 
Perusahaan BUMN PT. Perkebunan Nusantara IX sudah menggunakan pengukuran 
kinerja dengan model KPKU yang direkomendasikan oleh Kementerian BUMN Indonesia 
sejak tahun 2013. Peran kepemimpinan sangat ditekankan di dalam metode ini. Menurut 
Wilson dan Collier (2000), teori umum dibalik MBCfPE adalah “kepemimpinan merupakan 
kekuatan pendorong bagi sistem di perusahaan yang menciptakan hasil.” Dengan berdasarkan 
bahwa pedoman tentang pengukuran kinerja dengan metode MBCfPE masing-masing 
komponen kriteria saling memiliki keterkaitan dan kepemimpinan menjadi driver. 
Beberapa hal yang belum dapat diketahui kriteria mana dari kriteria proses dalam 
metode MBCfPE yang mempengaruhi lima kriteria hasil. Untuk mengetahui bagaimana 
hubungan antara kriteria proses dalam menghasilkan kinerja perusahaan, maka penulis 
melakukan analisis dan evaluasi lebih mendalam dengan menggunakan metode MBCfPE pada 
PTPN IX. 
 
